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Tata Ruang merupakan wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang 
baik direncanakan maupun tidak direncanakan. Tata ruang perlu direncanakan 
dengan maksud agar lebih mudah menampung kelanjutan perkembangan kawasan 
yang bersangkutan. Pemahaman tentang tata ruang dalam arti luas mencakup 
keterkaitan dan keserasian tata guna lahan, tata guna air, tata guna udara serta 
alokasi sumber daya melalui koordinasi dan upaya penyelesaian konflik antar 
kepentingan yang berbeda. 
Penelitian ini bertujuan (1) untuk mendiskripsikan pengawasan penataan 
ruang yang dilakukan Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Tata 
Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tegal. (2) untuk mendiskripsikan kendala apa 
yang dihadapi Dinas PERKIMTARU dalam pengawasan penataan ruang di 
Kabupaten Tegal. 
Jenis Penelitian ini adalah yuridis sosiologis, pendekatan yang digunakan 
adalah deskriptif analisis, teknik pengumpulan datanya melalui studi kepustakaan 
dan analisis dengan bahan hukum primer dan sekunder. 
Hasil penelitian ini menunjukan dalam pelaksanaan pengawasan 
penataan ruang di Kabupaten Tegal dilakukan sesuai dengan Undang-Undang 
Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Dalam pengawasan yang 
dilakukan Dinas Perkimtaru melaului kegiatan pengendalian pemanfaatan ruang 
yang dilakukan dengan cara pengawasan langsung, Google Earth, informasi dari 
Pemerintah Desa, dan informasi dari masyarakat. Adapun kendala dalam 
pengawasan terhadap tata ruang wilayah kabupaten tegal masih kurangnya tenaga 
pengawas dilapangan, kurangnya kordinasi antara dinas terkait sehingga 
pendataan yang belum lengkap. 
Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan akan menjadi bahan 
informasi dan masukan bagi mahasiswa, akademisi, praktisi, dan semua pihak 
yang membutuhkan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal. 


















Spatial planning is a structural manifestation of spatial use patterns both 
planned and unplanned.  Spatial planning needs to be planned with the intention 
of making it easier to accommodate the continuation of the pertinent branch 
offices.  Understanding of spatial planning in the broadest sense includes the 
interrelation and harmony of land use, water use, air use and allocation of 
resources through coordination and efforts to resolve conflicts between different 
interests.   
This study aims (1) to discuss spatial supervision supervision conducted 
by the Tegal Regency Land and Land Settlement Regional Housing Agency (2) to 
describe the constraints faced by the PERKIMTARU Office in controlling spatial 
planning in Tegal Regency.  
This type of research is sociological juridicial, the approach used is 
descriptive, data collection techniques through literature study and analysis whit 
primary and secondary legal materials.  
The results of this study indicate that in the implementation of 
supervision of spatial planning in Tegal Regency carried out in accordance whit 
Law Number 26 Of 2007 concerning Spatial Planning. In the supervision carried 
out by direct supervision, Google Earth, Information from the village goverment, 
and Information from the public. As for the obstacles in supervision of the spatial 
planning of Tegal Regency, there is still a lack of field supervisors, lack of 
coordination between related agencies so that data collection is incomplete. 
Based on the results of this study are expected to be material information 
and input for students, academics, practitioners, and all parties in need in the 
Faculty of Law, University of Pancasakti Tegal 
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A. Latar Belakang Masalah 
Tata ruang berkembang sesuai dengan perkembangan peradaban, 
seiring dengan pertumbuhan penduduk yang menuntut ruang untuk aktifitas, 
maka pengaturan zona peruntukan menjadi semakin kompleks.1 
Pembangunan pada hakikatnya dilakukan melalui penataan ruang 
secara lebih terpadu dan terarah, agar sumber daya yang terbatas dapat 
dimanfaatkan secara efektif dan efisien. Ketersediaan sumber daya yang 
terbatas ini perlu strategi pengelolaan yang tepat bagi pelestarian lingkugan 
hidup agar kemampuan serasi dan seimbang untuk mendukung keberlanjutan 
hidup manusia. 
Dalam Undang-Undang No. 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang 
dijelaskan bahwa pelaksanaan pembangunan ditingkat pusat maupun 
ditingkat daerah harus sesuai dengan rencana tata ruang yang telah 
ditetapkan. Dengan demikian pemanfaatan ruang yang didalamnya termasuk 
struktur ruang, pola ruang dan kawasan strategis harusnya sesuai dengan 
rencana tata ruang wilayah yang telah ditetapkan. 
Kebanyakan kota di Indonesia, perkembangan dan pertumbuhannya 
masih berlangsung secara alamiah, dengan kata lain perkembangannya tanpa 
pengarahan dan perencanaan yang terprogram.2  
                                                             
1 Waskito dan Hadi Arnomo, Pertanahan, Agrairia, dan Tata Ruang, Jakarta: Prenadamedia 
Group, 2018, Cet. Ke-2, hlm.21. 
2 SuwitnoY. Imran, “ Fungsi Ruang Dalam Menja Kelestarian Lingkungan Hidup Kota 






Masalah lingkungan hidup yang sering terjadi dibeberapa kota di 
Indonesia adalah diantaranya ketidaksediaan ruang terbuka hijau, pencemaran 
udara.Walaupun pemerintah telah membuat berbagai peraturan tertulis 
maupun himbauan kepada masyarakat tentang aturan-aturan mengenai 
lingkungan dalam hidup bermasyarakat, tetapi hasil tidak sesuai yang 
diharapkan.3 
Pada dasarnya perencanaan ruang terbuka hijau disusun sebagai 
upaya untuk mengantisipasi pertumbuhan dan perkembangan kegiatan 
pembangunan kota, sebagai upnya menjaga keseimbangan, keserasian, dan 
keselarasan antara ruang terbangun dengan ruang terbuka hijau.4 
Sebuah kota harus dapat berfungsi dengan baik sebagai salah satu 
titik awal dari tumbuh berkebang dan meningkatnya kehidupan sosial, 
ekonomi, dan budaya masyarakat. Dengan aktifitas yang terjadi didalamnya 
dan pengaruh perkembangan daerah disekitarnya maka pengaturan kota harus 
direncanakan, diarahkan dan dikendalikan. 
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang 
telah mengamanatkan bahwa setiap kota dalam rencana tata ruang wilayahnya 
diwajibkan untuk mengalokasikan sedikitnya 30% dari ruang atau wilayahnya 
untuk RTH, dimana 20% diperuntukkan bagi RTH publik dan 10% 
                                                             
3 Randi Ruslan, “Analisis Tata Kelola Ruang Terbuka Hijau Terhadap Pembangunan Kota Di 
Kabupaten Majenang”. Skripsi Sarjana Ilmu Pemerintahan, Makasar: Perpustakaan Fakultas Ilmu Sosial Dan 
Politik Universitas Hasanuddin Makasar, 2017, hlm. 6, t.d. 
4 Samsudin,”Ruang Terbuka Hijau Kebutuhan Tata Ruang Perkotaan Kota Surakarta”, jurnal of 






diperuntukkan bagi RTH privat pada lahan-lahan yang dimiliki oleh swasta 
atau masyarakat.5 
Pesatnya pembangunan saat ini memberikan imbas bagi lingkungan. 
Hadirnya gedung-gedung tinggi dan luas ternyata mengikis keberadaan ruang 
terbuka hijau.  Seperti pembangunan Mall, Gudang, Gedung Perkantoran atau 
lainnya banyak membabat habis lahan kota karena harus mendukung fasilitas 
perkotaan, mulai dari kemajuan teknologi, industri, dan transportasi. 
Sejatinya, hal ini merupakan hal baik dalam meningkatkan perekonomian, 
namun apabila dalam pembangunan tidak disertai dengan izin yang jelas dan 
tidak ada pengawasan yang ketat akan banyak dampak negatif yang 
ditimbulkan. 
Berkaitan dengan masalah pembangunan dan lingkungan hidup, 
maka dalam setiap pelaksanaan pembangungan diperlukan suatu perencanaan 
tata ruang bagi wilayah perkotaan. Perencanaan tata ruang kota yang 
dimaksudkan adalah bentuk perencanaan fisik kota yang bertujuan untuk 
mewujudkan arah pertumbuhan kota. Dalam rangka mengatur penataan dan 
pemanfaatan ruang diseluruh wilayah indonesia baik dalam lingkup nasional, 
regional, maupun lokal, Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nommor 
26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang yang mengatur konsep penataan ruang 
bagi setiap daerah di Indonesia dengan memperhatikan kawasan lingkungan 
ruang terbuka hijau.6 
                                                             
5 Ni Putu Depi Yuli Peramesti, “ Implementasi Kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah Dalam 
Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Di Kota Admintrasi Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta”, Jurnal 
Politikologi, Vol 3, Nomor 1, Oktober 2016, hlm 2. 






Melihat kondisi tersebut, dalam pembangunan harus memiliki suatu 
perencanaan atau konsep tata ruang, yang dulu sering disebut master plan 
dimana konsep tersebut sebagai arahan dan pedoman dalam melaksanakan 
pembangunan, sehingga masalah-masalah yang akan timbul yang diakibatkan 
dari hasil pembangunan akan dapat diminimalisir. 
Pasalnya Ruang Terbuka Hijau yang merupakan bagian ruang 
terbuka (open spaces) suatu wilayah perkotaan diisi oleh tumbuhan, tanaman, 
dan vegetasi (endemik, introduksi) sehingga menjadi paru-paru kota dan 
memberikan cadangan oksigen bagi masyarakat kota tersebut.7 Namun 
demikian konsep tata ruang sebagai pedoman dan arahan pembangunan 
sebagian besar masih belum menunjukan hasil sesuai dengan tujuan dan 
arahan yang diterapkan. 
Meningkatnya kebutuhan ruang dalam pelaksanaan pembangunan 
berimplikasi terhadap penggunaan ruang yang tidak sesuai dengan rencana 
tata ruang, pada tingkat nasional, provinsi maupun kabupaten/kota telah 
disusun Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Melalui RTRW ini 
penggunaan ruang telah dikelompokkan berdasarkan struktur dan fungsi 
ruang. Struktur dan fungsi ruang inilah yang seharusnya menjadi dasar dalam 
penggunaan ruang. 
Menurut pasal 19 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang 
Penataan Ruang ditegaskan bahwa struktur ruang memuat susunan pusat-
pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi 
                                                             






sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hirarki 
memiliki hubungan fungsional.8 Sementara itu pola ruang memuat distribusi 
peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk 
lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya. 
Tata ruang dihasilkan melalui proses perencanaan dengan 
pendekatan perencanaan sektoral dan perencanaan wilayah. Keseluruan 
proses  perencanaan tata ruang disertai dengan bagaimana seharusnya ruang 
dimanfaatkan disertai dengan pengendalian ruang disebut dengan penataan 
ruang.9 
Masalah tata ruang, baik dalam ruang lingkup makro maupun 
mikro, kini semakin mendapatkan perhatian yang cukup serius. Adalah suatu 
fakta bahwa jumlah penduduk serta kebutuhan yang semakin meningkat, baik 
secara kualitatif maupun kuantitatif. Dengan demikian juga teknologi yang 
semakin maju yang diarahkan sebagai usaha bagi penyediaan sarana dalam 
memenuhi kebutuhan manusia yang kian meningkat, namun dilain pihak, 
disadari atau tidak bahwa pada dasarnya ruang atau lahan yang tersedia masih 
tetap seperti sediakala. 
Di Kabupaten Tegal tidak luput dari  penyelenggaraan tata ruang,  
terkait  dengan kepatuhan zonasi dianggap penting karena menjadi penentu 
lokasi berbagai kegiatan yang mempunyai kesamaan fungsi dan lingkungan 
pemukiman dengan karakteristik tertentu. Kepatuhan suatu daerah terhadap 
ketentuan zonasi yang termuat dalam peraturan daerah setempat merupakan 
                                                             
8 Undang-Undang Penataan Ruang Nomor 26 Tahun 2007, pasal (19) 






hal yang harus diperhatikan dalam proses pelaksanaan pembangunan daerah, 
yang merujuk pada peraturan mengenai Rencana Tata Ruang Wilayah 
(RTRW) setempat. 
Namun, realitanya rencana tata ruang yang ditetapkan seringkali 
tidak sesuai dengan peruntukkannya. Ini dikarenakan antara lain belum 
terbinanya sistem politik pembangunan yang mampu mewadahi 
penyelenggaraan tata ruang sebagaimana mestinya atau sebagaimana asasnya. 
Mengingat Peraturan Daerah Kabupaten Tegal No 10 Tahun 2012 
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tegal 2012-2032, pada 
pasal 5 ayat (1) mengenai struktur ruang wilayah Kabupaten terdiri atas 
sistem pusat kegiatan dan sistem jaringan prasarana wilayah. 
Kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan peruntukan ruang 
sebagaimana ditetapkan dalam RT/RW menimbulkan berbagai permasalahan 
lebih lanjut, seperti tumpang tindih penggunaan ruang, alih fungsi lahan, 
konflik kepentingan antar sektor (kehutanan, pertambangan, lingkungan, 
prasaranan wilayah, dan lain-lain), dan konflik antara pusat dan daerah, serta 
kemrosotan dan kerusakan lingkungan hidup. 
Untuk hal tersebut diatas, diperlukan sebuah upanya dalam 
kerangka otonomi daerah yang mengedepankan aspek transparasi kebijakan 
yang akan disusun dan direncanakan, tentang mekanisme pengambilan 
kebijakan baik tentang tata ruang maupun dalam peraturan dan perizinan 
lainnya agar tidak menjadi pengelolaan sumber daya alam yang bermuara 






Berdasarkan uraian diatas, penulis berkeinginan untuk meneliti 
lebih lanjut tentang “Peran Dinas PERKIMTARU Dalam Pengawasan Tata 
Ruang Permukiman Di Kabupaten Tegal”  
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan 
dibahas dalam penelitian ini adalah: 
1. Bagaimana pengawasan penataan ruang yang dilakukan Dinas 
Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Tata Ruang dan Pertanahan 
(PERKIMTARU) Kabupaten Tegal? 
2. Bagaimana kendala yang dihadapi Dinas Perumahan Rakyat Kawasan 
Permukiman Tata Ruang dan Pertanahan dalam pengawasan penataan 
ruang di Kabupaten Tegal?  
C. Tujuan Penelitian 
Dalam sebuah penilitian harus memiliki tujuan yang jelas. Demikian 
pula dalam melakukan penelitian ini penulis memiliki tujuan yaitu: 
1. Untuk mendiskripsikan pengawasan penataan ruang yang dilakukan 
Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Tata Ruang dan 
Pertanahan Kabupaten Tegal.  
2. Untuk mendiskripsikan kendala apa yang dihadapi PERKIMTARU 









D. Manfaat Penelitian 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat baik dari segi   
teoritis maupun dari segi praktis antara lain: 
1. Manfaat teoritis 
Manfaat teoritis yang diharapkan peneliti dapat menambah ilmu 
pengetahuan dibidang ilmu hukum perdata khususnya tentang Tata Ruang 
Wilayah, sehingga dapat meningkatkan kemampuan individu mahasiswa 
dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 
2. Manfaat praktis  
Manfaat praktis yang diharapkan dapat menjadi bahan informasi dan 
pertimbangan bagi pemerintah atau pihak-pihak terkait dalam mentukan 
kebijakan Tata Ruang Wilayah yang akan datang. 
E. Tinjauan Pustaka 
Tinjauan pustaka berisi tentang penelitian terdahulu berupa skripsi, 
artikel, atau jurnal yang diteliti oleh orang lain yang judul serta isinya hampir 
sama dengan penelitian ini. Penelitian yang menjadi referensi pembahasan 
mengenai Peran Dinas PERKIMTARU Dalam Pengawasan Tata Ruang 
Permukiman Di Kabupaten Tegal. Maka referensi dalam penelitian 
sebelumnya menjadi tambahan yang mendukung antara lain:  
1. Permata Dyah Putri, (Universitas Airlangga 2014). Dalam skripsinya 
yang berjudul “Pengendalian Pemanfaatan Ruang Melalui Perizinan” 
dengan rumusan masalah yang pertama apakah izin pemanfaatan ruang 






sanksi dalam perizinan pemanfaatan ruang itu hanya berupa sanksi 
administratif saja? Dalam skripsi ini menjelaskan mengenai terdapat 4 
upaya yang dapat dilakukan dalam ragka pengendalian pemanfaatan 
ruang, yakni penetapan peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif 
dan disinsetif, serta pemberian sanksi, dan menjelaskan sanksi yang 
terdapat dalam perizinan pemanfaatan ruang yakni: sanksi administratif, 
sanksi pidana, sanksi perdata. 
2. Randi Ruslan, (Universitas Hasanudin Makasar 2017). Dalam 
skripsinya yang berjudul “Analisis Tata Kelola Ruang Terbuka Hijau 
Terhadap Pembangunan Kota Di Kabupaten Majenang” dengan 
rumusan masalah yang pertama bagaimana pelaksanaan tata kelola 
ruang terbuka hijau dalam pembangunan kota di Kabupaten Majenang 
dan rumusan yang kedua bagaimana peran pemerintah dalam 
pengelolaan ruang terbuka hijau di Kabupaten Majenang. Dalam skripsi 
ini menjelaskan mengenai pelaksanaan tata kelolaruang terbuka hijau di 
Kabupatenn Majenang bersifat swakelola dan menjadi tanggung jawab 
Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) yang membidangi masing-
masing RTH sesuai dengan kriteria dan jenis RTH, dan menjelaskan 
peran pemerintah daerah dalam mengelola RTH di Kabupaten 
Majenang sesuai dengan wewenang pemerintah daerah dalam penataan 
ruang mengenai RTH. 
Perbedaan permasalahan penelitian ini yang dibuat oleh penulis 






Rakyat Kawasan Permukiman Tata Ruang dan Pertanahan (PERKIMTARU) 
Kabupaten Tegal” yaitu mengkaji mengenai bagaimana pengawasan penataan 
ruang di Kabupaten Tegal dan bagaimana kendala yang dihadapi oleh Dinas 
PERKIMTARU. 
F. Metode Penelitia 
Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini 
menggunakan: 
1. Jenis penelitian 
Jenis Penelitian yuridis sosiologis merupakan penelitian hukum 
yang menggunakan data sekunder sebagai data awalnya yang kemudian 
dilanjutkan data primer atau data lapangan. 
2. Pendekatan penelitian 
Pendekatan penelitian dilakukan dengan pendekatan deskriptif 
analitis yaitu mengugkapkan peraturan perundang yang berkaitan dengan 
teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian. Demikian juga hukum 
dalam pelaksanaannya didalam masyarakat yang berkenaan objek 
penelitian.10 
3. Sumber Data 
Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas 
dua macam data yaitu data primer dan data sekunder. 
 
 
                                                             






a. Data Primer  
Data primer yaitu data yang diperoleh lagsung dari sumbernya, baik 
melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk 
dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.11 
b. Data Sekunder  
Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen 
resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil 
penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi dan 
peraturan perundang undangan. 12 
Data sekunder yang digunakan terdiri dari dua bahan hukum yaitu 
sebagai berikut:  
a. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat13 
terdiri atas perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian 
yang terdiri atas: 
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 
Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. 
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 
tentanng Tata Ruang. 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana 
Tata Ruang Wilayah Nasional. 
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5. Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang 
Penataan Ruang Terbuka Hijau Di Kawasan Perkotaan. 
6. Peraturan Pemerintah Nomor 15/ PRT/ M/ 2011 tentang 
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Dan 
Peraturan Zonasi Kabupaten Kota. 
7. Peraturan Pemerintah Nomor 5/ PRT/ 2008 tentang Pedoman 
Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka hijau di Kawasan 
Perkotaan. 
8. Peraturan Pemerintah ATR/ BPN Nomor 9 Tahun 2017 tentang 
Pedoman Pemantauan Dan Evaluasi Pemanfaatan Ruang. 
9. Peraturan Gubernur Jateng Nomor 64 Tahun 2014 tentang 
Pengendalian Ruang Terbuka Hijau. 
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 10 Tahun 2012 
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2012-2032. 
b. Bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan mengenai 
bahan hukum primer.14 
c. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk       
maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.15 
4. Metode Pengumpulan Data  
 Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan 
dengan cara Studi Kepustakaan (Library Research) yaitu dengan 
melakukan serangkaian kegiatan seperti membaca, menelaah dan 








mengutip dari berbagai buku dan literatur serta melakukan pengkajian 
terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan 
dengan permasalahan dalam penelitian. 
5. Metode Analisis Data 
 Analisis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini 
adalah metode analisis kualitatif, yaitu analisa yang mendasarkan pada 
teori-teori, konsep dan peraturan perundang-undangan. Setelah itu baru 
data yang disusun secara sistematis kemudian dianalisa secara kualitatif 
untuk menggambarkan hasil dari penelitian untuk dapat mencapai 
penjelasan yang dibahas. 
G. Sistematika Penulisan 
BAB I PENDAHULUAN 
Urutan penulisan Bab I sebagai berikut: 
A. Latar Belakang Masalah 
B. Rumusan Masalah 
C. Tujuan Penelitian 
D. Manfaat  Penelitian 
E. Tinjauan Pustaka 
F. Metode Penelitian 
G. Sistematika Penulisan 
BAB II TINJAUAN KONSEPTUAL 
Urutan penulisan pada Bab II sebagai berikut: 






B. Tinjauan Perencanaan Tata Ruang 
C. Tinjauan Tentang Penata Gunaan Tanah 
D. Tinjauan Tentang Pemanfaatan Ruang 
E. Perlindungan Hukum Pada Masyarakat Dalam Penataan Ruang 
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
Urutan penulisan pada Bab III sebagai berikut: 
A. Pengawasan penataan ruang yang dilakukan Dinas Perumahan 
Rakyat Kawasan Permukiman Tata Ruang dan Pertanahan 
(PERKIMTARU) Kabupaten Tegal? 
B. Kendala yang dihadapi Dinas Perumahan Rakyat Kawasan 
Permukiman Tata Ruang dan Pertanahan dalam pengawasan 
penataan ruang di Kabupaten Tegal?  
BAB IV PENUTUP 
Urutan penulisan pada Bab IV sebagai berikut: 
A. Kesimpulan 
B. Saran  
Bagian Akhir Memuat: 









A. TINJAUAN TENTANG HUKUM TATA RUANG 
1. Pengertian Tata Ruang 
Pengertian tata ruang dikemukakan oleh Rahardjo Adisasmita 
adalah wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang baik durencanakan 
maupun tidak direncanakan. Teta ruang perlu direncanakan dengan maksud 
agar lebih mudah menampung kelanjutan perkembangan kawasan yang 
bersangkutan.16 
Menurut Sugandhy dalam Yunus Wahid, sebagai sumber daya 
alam, ruang adalah wujud fisik lingkungan disekitar kita dalam dimensi 
geografis dan geometris baik hirizontal maupun vertikal yang meliputi: 
daratan, lautan, dan udara beserta isinya, yang secara planologis materilnya 
berarti tempat permukiman (habitat).17 Dalam Pasal 1 butir 1 Undang-
Undang No. 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang, ditegaskan bahwa: 
“Ruang adalah wadah yang meliputi: ruang darat, laut, dan udara, termasuk 
ruang didalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan 
mahluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan 
hidupnya”.18 
Sedangkan menurut D.A. Tisnaamidjaja, yang dimaksud dengan 
pengertian ruang adalah “wujud fisik wilayah dalam dimensi geografis dan 
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2012, hlm. 64. 
17 Yunus Wahid, Pengantar Hukum Tata Ruang, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014, 








geometris yang merupakan wadah bagi manusia dalam melaksanakan 
kegiatan kehidupannya dalam suatu kualitas hidup yang layak”.19 
Dalam konteks keruangan ini, penting pula untuk dikemukakan 
penuturan Soeriaatmadja, bahwa “materi, energi, ruang, waktu, dan 
keanekaragaman, semuanya termasuk kategori sumber daya alam” (asas 3 
salah satu dari 14 asas dasar dalam ilmu lngkungan). Jika ruang terlalu 
sempit bagi suatu populasi yang tinggi kepadatannya misalnya, ada 
kemungkinan terjadi gangguan terhadap proses pembiakan.20  
Adapun menurut Drupsteen “HukumTata Ruang adalah hukum 
yang berhubungan dengan kebijaksanaan tata ruang, diarahkan kepada 
tercapainya atau terpeliharanya penyesuaian timbal balik antara ruang dan 
kehidupan masyarakat.21  
Tata ruang, dengan penekanan pada “tata” adalah pengaturan 
susunan ruangan suatu wilayah/daerah (kawasan) sehingga tercipta 
persyaratan yang bermanfaat secara ekonomi, sosial budaya dan politik, 
serta menguntungkan bagi perkembangan masyarakat wilayah tersebut. 
Dengan penekanan tersebut diharapkan dapat  mengembangkan fungsi 
negara yang diamanatkan pasal 2 ayat (2) UUPA, yang mencangkup: 1) 
Mengatur penyelenggaraan peruntukan, penggunaan, persediaan, dn 
pemeliharaan ruang (dalam arti tiga dimensi: bumi, air, dan udara), dan 
kekayaan yang terkandung didalamnya; 2) Mengatur dan menentukan 
                                                             
19 Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik, Hukum Tata Ruang dalm Konsep Kebijakan Otonomi 
Daerah, Bandung: Nuansa, 2008, Cet. Ke-1, hlm. 23. 
20 Yunus Wahid, op. cit., hlm. 4. 
21 Koesnandi Hardjasoemantri, Hukum Tata Lingkungan, Yogyakarta: Gajah Mada University 







hubungan antara orang-orang dengan ruang; 3) menentukan dan mengatur 
hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan hukum mengenai 
ruang.22 
Pemahaman tentang tata ruang dalam arti luas mencakup 
keterkaitan dan keserasian tata guna lahan, tata guna air, tata guna udara 
serta alokasi sumber daya melalui koordinasi dan upaya penyelesaian 
konflik antar kepentingan yang berbeda.23 Asas penataan ruang menurut 
undang-undang penataan ruang adalah sebagai berikut, pertama, 
Pemanfaatan ruang bagi semua kepentingan secara terpadu, berdaya guna 
dan berhasil guna, serasi dan seimbang dan berkelanjutan; dan kedua, 
Keterbukaan, persamaan, keadilan dan perlindungan hukum.24 
Menurut Herman Hermit25 “sebagaimana asas hukum yang paling 
utama yaitu keadilan, maka arah dan kerangka pemikiran serta pendekatan-
pendekatan dalam pengaturan (substansi peraturan perundang-undangan) 
apa pun, termasuk Undang-Undag Penataan Ruang, wajib dijiwai oleh asas 
keadilan”. 
2. Ruang Terbuka Hijau  (RHT) 
Ruang terbuka  hijau merupakan area memanjang/jalur dan/atau 
mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh 
tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. 
Keberadaan ruang terbuka memiliki fungsi penting yaitu ekologis dan sosial 
                                                             
22 Ibid., hlm. 7. 
23 Suwitno Y Imran, “Fungsi Tata Ruang Dalam Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup Kota 
Gorontalo”, Jurnal Dinamika Hukum, Vollume 13, Nomor 3, September, 2013, hlm. 459. 
24 Ibid. 
25 Herman Hermit, Pembahasan Undang-Undang Penataan Ruang, Bandung: Mandar Maju, 







ekonomi. Fungsi ekologis ruang terbuka hijau yaitu dapat meningkatkan 
kualitas air tanah, mencegah banjir, mengurangi polusi udara dan 
pengaturan iklim mikro. Fungsi lainnya yaitu sosial ekomoni untuk 
memberikan fungsi sebagai ruang interaksi sosial, sarana rekreasi dan fungsi 
arsitektural sebagai lamdrark kota.26 
Secara sistem, Ruang Terbuka Hijau pada dasarnya adalah bagian 
dari kota yang merupakan totalitas kesatuan yang memiliki keterkaitan dan 
tidak terbangun, yang berfungsi menunjang kenyamanan, kesejahteraan,  
peningkatan kualitas lingkungan, dan pelestarian alam.27 
Perencanaan ruang terbuka  hijau merupakan upaya luhur untuk 
menjaga kesinambungan antar genersi, sehingga diharapkan akan dapat 
diperoleh arah, bentuk, fungsi, dan peran ruang terbuka hijau pada masing-
masing kawasan, secara menyeluruh, baik dalam kedudukannya sebagai 
ruang terbuka hijau alami, berupa habitat liar alami, kawasan lindung dan 
taman nasional, maupun ruang terbuka hijau non alami atau binaan, sebagai 
hasil olah karya perencanaan tata ruang untuk mengalokasikan ruang 
terbuka hijau non alami.28 
Gagasan adanya ruang terbuka hijau ini lahir karena adanya kondisi 
yang mengancam kerusakan lingkungan dibeberapa wilayah kota di dunia 
dikarenakan rencana tata ruang kota dan pengelolaan pembangunann 
perkotaan yang kurang memperhatikan dampaknya pada lingkungan hidup. 
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27 Aca Sugandy dan Rustam Hakim, Prinsip Dasar Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan 
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Hal ini diungkapkan oleh sebuah forum internasional yang menamakan diri 
Asian Business Congres for Human Developmen (ABCHD) ketika bertemu 
di Jakarta pada 15Agustus 1992. Hirayama seorang wakil dari United 
Nations Environmen Programs (UNEP), dalam pertemuan tersebut 
memaparkan bahwa kota akan hancur jika terjadi polusi udara dan 
pencemaran lingkungan. Menurut data UNEP, banyak kota di dunia telah 
melewati batas ambang yang ditentukan oleh UNEP, dan kota-kota tersebut 
sedang menuju kehancuran.29 
Berdasarkan konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Bumi di Rio de 
jenerio, Brazil (1992) dan dipertegas lagi pada KTT johannesburg, Afrika 
Selatan 10 tahun kemudian, disepakati bersama bahwa sebuah kota idealnya 
memiliki luas RTH minimal 30% dari luas kota.30 
Dalam penjelasan umum angka 4 dijelaskan bahwa penataan ruang 
wilayah kota, menurut Undang-Undang ini secara khusus mengamanatkan 
perlunya penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka  hijau, yang proporsi 
luasnya ditetapkan paling sedikit 30 (tiga puluh) persen dari luas wilayah 
kota, yang diisi oleh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun 
yang sengaja ditanam.31 
Khusus tentang ruang terbuka hijau perkotaan diatur lebih lanjut 
dengan Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang 
Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan perkotaan. Didalam konsiderans 
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menimbang bahwa RTH kawasan perkotaan diperlukan mengingat 
perkembangan dan pertumbuhan kota/perkotaan disertai dengan alih fungsi 
lahan yang cukup pesat, mengakibatkan timbulnya kerusakan lingkungan 
yang dapat menurunkan daya dukung lahan dalam menopang kehidupan 
masyarakat dikawasan perkotaan, perlu dilakukan upaya untuk menjaga dan 
meningkatkan kualitas lingkungan melalui penyediaan RTH Kawasan 
Perkotaan.32  
B. TINJAUAN PERENCANAAN TATA RUANG 
1. Pengertian Perencanaan Tata Ruang 
Perencanaan atau planning merupakan suatu proses, sedangkan 
hasilnya berupa “rencana” (plan), dapat dipandang sebagai suatu bagian dari 
setiap kegiatan yang lebih sekedar refleks yang berdasarkan prasaan semata. 
Perencanaan adalah suatu bentuk kebijaksanaan, sehingga dapat dikatakan 
bahwa perencanaan adalah sebuah species dari genus kebijaksanaan.33 
Yang dimaksud dengan perencanaan tata ruang adalah suatu proses 
untuk menentukan struktur dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan 
penetapan rencana tata ruang. Rencana tata ruang disusun dengan perspektif 
menuju keadaan masa depan yang diharapkan, bertitik tolak dari data, 
informasi, ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat digunakan, serta 
memperhatikan keragaman wawasan kegiatan disetiap sektornya.34 
Rencana tata ruang merupakan suatu produk hukum berupa 
kebijakan yang dituangkan dalam bentuk peraturan perunndang-undangan, 
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baik  secara nasional maupun secara regional dan daerah. Rencan tata ruang 
sebagai produk hukum, selain sebagai pedomann dan pemberi arah, juga 
memberikan dasar hukum  dan jaminan kepastian hukum bagi pelaksanaan 
pembangunan nasional maupun pembanngunan wilayah Provinsi dan 
Kabupaten/Kota.35Tujuan penyusunan rencana tata ruang adalah:36 
1. Terselenggaranya pemanfaatan ruang yang berwawasan lingkungan 
berdasarkan landasan wawasan nusantara dan ketahanan nasional 
2. Terselenggaranya pengaturan pemanfaatan ruang kawasan lindung 
dan kawasan budi daya 
3. Tercapainya pemanfaatan ruang yang berkualitas 
4. Mewujudkan keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan 
sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia 
5. Meningkatkan pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya 
buatan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia 
6. Mewujudkan perlindungan fungsi ruang dan mencegah 
menanggulangi dampak negatif terhadap lingkungan 
7. Mewujudkan keseimbangan, kesejahteraan dan keamanan 
Penataan ruang sebagai suatu proses perencanaan tata ruang, 
pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang merupakan suatu 
kesatuan sistem yang tidak dapat terpisahkan satu sama lainnya. Untuk 
menciptakan suatu penataan ruang yang serasi, memerlukan suatu peraturan 
perundang-undangan yang serasi pula diantara peraturan pada tingkat tinggi 
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sampai pada peraturan tingkat bawah sehingga terjadi suatu koordinasi 
dalam penataan ruang. 
Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 Pasal 1 angka 5 
menyebutkan bahwa penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan 
tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.37 
Rencana tata ruang yang diatur dengan Undang-undang No. 26 Tahun 2007 
dan Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 2010 tersebut adalah berupa 
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Rencana Tata Ruang Wilayah 
Provinsi, dan Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota.. 
Tinjauan rencana tata ruang wilayah yang terencana sangat 
komperatif dengan pemanfaatan ruang yang dikembangkan. Menurut 
Sugianto pemanfaatan ruang memberikan eksis pemaknaan mengenai:38 
b) pola pengelolaan tata guna tanah, tata guna air, tata guna udara dan 
tata guna sumber lainnya sesuai dengan asas rencana tata ruang 
wilayah. 
c) segala ketentuan mengenai pengelolaan tata guna tanah, tata guna 
air, tata guna udara dan tata guna lainnya harus diatur oleh negara 
dan direalisasikan sesuai dengan peraturan pemerintah. 
Asas-asas penyelenggaraan penataan ruang baik pada tingkat 
nasional maupun daerah harus berdasarkan pasal 2 UU Penataan Ruang 
adalah sebagai berikut: 39 
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b. keserasian, keselarasan, dan keseimbangan, 
c. keberlanjutan, 
d. keberdayagunaan dan keberhasilgunaan, 
e. keterbukaan 
f. kebersamaan dan kemitraan, 
g. perlindungan kepastian umum, 
h. kepastian hukum dan keadilan, 
i. akuntabilitas. 
2. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional 
Rencana tat ruang wilayah nasional telah ditetapkan berdasarkan 
Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2008 jo. Peraturan Pemerintah No. 13 
Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 
2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional. Secara garis besar isi 
dari Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional adalah:40 
1. Tujuan, Kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah nasional. 
2. Rencana struktur ruang nasional yang meliputi sistem perkotaan 
nasional yang terkait dengan kawasan pedesaan dalam wilayah 
pelayanannya dan sistem jaringan prasarana utama. 
3. Rencana pola ruang wilayah nasional yang meliputi kawasan lindung 
nasional dan kawasan budi daya yang memiliki nilai strategi nasional 
4. Penetapan kawasan strategi nasional 
                                                             







5. Arah pemanfaatan ruang yang berisi indikasi program utama jangka 
menengah lima tahun. 
6. Arah pengendalian pemanfaatan ruanng wilayahh nasional yang 
berisi indikasi arah peraturan zonasi sistem nasional, arah perizinan, 
arah insentif, dan disinsentif, serta arahan sanksi. 
Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional merupakan 
dasar bagi penyusunan perencanaan yaitu:41 
1. Penyusunan rencana pembangunan jangka panjang nasional. 
2. Penyusunan rencana pembangunan jangka menengah nasional. 
3. Pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah 
nasional. 
4. Mewujudkan keterpaduan, keterkaitan keseimbangan perkembangan 
antar wilayah provinsi, serta keserasian antar sektor. 
5. Penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi. 
6. Penetapan ruang kawasan strategi nasional. 
7. Penetapan wilayah provinsi dan kabupaten/kota. 
3. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi 
Dalam konteks tata ruang, pengertian Tata Ruang Wilayah Provinsi 
(RTRWP) adalah rencana tata ruang wilayah administrasi provinsi dengan 
tingkat ketelitian peta skala 1:250.000, berjangka waktu perencanaan 15 
tahun. RTRW Propinsi merupakan acuan bagi gubernur dalam 








penyelenggaraan pembangunan daerah dan menjadi salah satu bahan yang 
harus dipertanggungjawabkan kepada rakyat melalui DPRD.42 
Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi harus mengacu 
pada: 
a. Rencana tata ruang wilayah nasional 
b. Pedoman penyusunan penatanaan ruang 
c. Rencana pembangunan jangka panjang daerah. 
Setelah rencana tata ruang wilayah provinsi disahkan oleh 
peraturan daerah selanjutya digunakan sebagai pedoman untuk: 
a. Penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah. 
b. Pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang dalam 
wilayah provinsi. 
c. Mewujudkan keterpaduan, keterikatan, dan keseimbangan 
perkembangan antar wilayah kabupaten/kota, serta keserasian antar 
sektor. 
d. Penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi. 
e. Penataan ruang kawasan strategis provinsi. 
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4. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Dan Kota 
Penyusunan rencana tata ruang wlayah kabupaten/ kota mengacu 
pada: 
a. Rencana tata ruang wilayah nasional dan rencana tata ruang wilayah 
provinsi 
b. Pedoman dan petunjuk pelaksanaan bidang penataan ruang. 
c.  Rencana pembangunan jangka panjang daerah. 
 Adapun isi dari rencana tata ruang wilayah kota terdiri dari hal-hal 
yang sama seperti wilayah kabupaten dengan ditambahkan hal-hal sebagai 
berikut: 
a. Rencana penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau. 
b. Rencana penyediaan dan ruang terbuka nonhijau. 
c. Rencana penyediaan dan pemanfaatan prasaranan dan sarana 
jarinngan pejalan kaki, angkutan umum, kegiatan sektor informal, 
dan ruang evakuasi bencana, yang dibutuhkan untuk menjalankan 
fungsi wilayah kota sebagai pusat pelayanan sosial ekonomi dan 
pusat pertumbuhan wilayah.44 
C. TINJAUAN TENTANG PENATAGUNAAN TANAH 
1. Pengertian Penatagunaan Tanah 
Pengertianan tanah dinyatakan dalam pasal 4 UUPA yaitu: “Atas 
dasar hak menguasai dari negara sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 2 
ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut 
                                                             







tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunnyai oleh orang-orang, baik 
sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain serta badan-badan 
hukum”.45 
Tanah merupakan sumber daya fisik wilayah utama yang sangat 
penting untuk diperhatikan dalam perencanaan tata guna lahan. Bersamaan 
dengan sumber daya fisik wilayah yang lain seperti iklim, topografi, geologi 
dan lain-lain, sifat tanah sangat menentukan potensinya untuk berbagai jenis 
penggunaan. Tanah sangat diperlukan manusia baik sebagai tempat untuk 
mendirikan bangunan tempat tinggal dan bangunan-bangunan lain maupun 
tempat bercocok tanam guna memenuhi kebutuhan hidupnya.46 
Pengertian penatagunaan tanah terdapat pada PP No. 16 Tahun 
2004 tentang Penatagunaan Tanah, yaitu pola pengelolaan tanah yang 
meliputi tentang penguasa, penggunaan, dan pemanfaatan tanah yang 
berwujud konsolidasi pemanfaatan tanah meliputi pengaturan kelembagaan 
yang terkait dengan pemanfaatan tanah sebagai satu kesatuan sistem 
kepentingan masyarakat secara adil.47 Perlu ditambahkan, bahwa tanah 
dalam konteks ini adalah tanah dalam arti lahan (land) untuk 
membedakannya dengan tanah dalam arti substansi atau zat (siol) dalam 
ilmu tanah, dan ilmu lingkungan pada umumnya.48 
Istilah tata guna tanah (land used planning) atau pengelolaan tata 
guna tanah atau penatagunaan tanah bila dikaitkan dengan ruang lingkup 
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agraria dalam UUPA sebenarnya kurang tepat hal ini disebabkan bahwa 
menurut Pasal 1 ayat (2) UUPA, ruang agraria meliputi bumi, air, ruang 
angkasa, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya..49 
Tanah (land) sebagai bagian dari bumi merupakan salah satu objek 
Hukum Agraria Nasional. Dengan berpedoman pada objek Hukum Agraria 
dan ketentuan Pasal 14 ayat (1) UUPA, maka istilah yang tepat untuk 
digunakan adalah Tata Guna Agraria atau Agraria use Planning. Agraria 
Use Planninng terdiri atas  Land use Planning (Tata Guna Tanah) dan 
Water Use Planning (Tata Guna Air), Air Use Planning ( Tata Guna Udara). 
Jelaslah bahwa menurut UUPA tata gunna tanah merupakan bagian kecil 
dari tata guna agraria. Namun didalam praktek istilah tata guna tanah lebih 
umum digunakan dan lebih dikenal dari pada tata guna agraria. Selain itu, 
bagian terbesar dari kajian Hukum Agraria Nasional adalah mengenai 
tanah.50 
Tata guna tanah merupakan suatu konsep yang berkaitan dengan 
penataan tanah secara maksimal, oleh karena tata guna tanah selain 
mengatur mengenai persediaan, penggunaan terhadap bumi, air, dan ruang 
angkasa juga terhadap tanggung jawab pemeliharaan tanah, termasuk 
didalamnya menjaga kesuburan tanah. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 
15 UUPA, yaitu: “Memelihara tanah, termasuk menambah kesuburannya 
serta mencegah kerusakannya adalah kewajiban tiap-tiap orang, badan 
                                                             








hukum atau instansi yang mempunyai hubungan hukum dengan tanah itu, 
dengan memperhatikan pihak ekonomi lemah”.51 
2. Prinsip Dan Dasar Penatagunaan Tanah 
Nad Darga Talkurputra dalam Urip Santoso menyatakan bahwa ada 
sepuluh dasar penatagunaan tanah, yang didalamnya memuat pengaturan 
persediaan, peruntukan dan penggunaan tanah yaitu:52 
a. Kewenangan Negara 
Kewenangan penatagunaan tanah oleh negara bersumber kepada hak 
menguasai negara sebagai organnisasi kekuasaan seluruh rakyat. 
Kewenangan tersebut digunakan agar tanah dimanfaatkan untuk 
sebesar-besar kemakmuran rakyat dalam rangka menciptakan 
masyarakat adil dan makmur. Hak menguasai dari negara yang 
dimaksud  adalah kewenangan untuk menngatur semua tanah,  yang 
telah dan atau dikuasai dan/atau dimiliki oleh orang-orang dan badan 
hukum termasuk instansi pemerintah. 
b. Batasan-batasan hak dari pemegang hak atas tanah 
Menurut Pasal 4 UUPA, hak  atas tanah memberi wewenang kepada 
pemegang haknya  untuk menggunakan tanh yang bersangkutan, 
demikian pula tubuh bumi dan air serta ruang yang ada diatasnya, 
sekedar diperlukan untuk  kepentingan yang langsung berhubungan 
dengan penggunaan tanah itu dalam batas-batas menurut UUPA dan 
peraturan-peraturan hukum lain yang lebih tingggi. 
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c. Fungsi sosial hak atas tanah 
Penatagunaan tanah pada hakikatnya merupakan salah satu upanya 
pemerintah dalam rangka mewujudkan fungsi sosial hak atas tanah 
sebagaimana yang dimaksud dalam dalam Pasal 6 UUPA. 
d. Pelindugan ekonomi lemah 
Pemegang hak atas tanah berbeda-beda keadaan  sosial ekonominya, 
sehingga kemampuan dalam memenuhi kewajiban dalam rangka 
penatagunaan tanah berbeda-beda pula. Dalam penatagunaan tanah 
perlu dipertimbanngkan perlindungan terhadap ekonomi lemah. 
e. Penatagunaan tanah tidak dapat dilepaskan dengan peraturan dan 
penguasaan dan pemiliki tanah. 
Pada kenyataannya hampir seluruh bidang tanah dalam wilayah Negara 
Republik Indonesia telah dikuasai atau dimiiki oleh orang-orang atau 
badan hukum berbagai bentuk hubungan hukum berdasarkan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku maupun ketentuan-ketentuan 
Hukum Adat atau Hak Ulayat. 
f. Penatagunaan tanah sebagai komponen pembangunan nasional 
Ketersediaan tanah sangat menentukan keberhasilan pembangunan. 
Pembangunan tanpa tersedianya tanah kiranya tidak mungkin karena 










g. Penatagunaan tanah sebagai subsistem  penataan. 
Sebagai subsistem penataan ruang, maka penatagunaan tanah harus 
mampu mewujudkan rencana tat ruang wilayah sepanjang menyangkut 
tanah. 
h. Penatagunaan tanah merupaka kegiatan yang bersifat koordinatif. 
Penatagunaan tanah harus dapat mengakomodasi ketentuan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku, khususnya mengenai pemanfaatan 
ruang, sumber daya alam dan lingkungan hidup, sepanjang menyangkut 
peraturan dan penyelenggaraan persediaan, peruntukan dan penggunaan 
tanah serta pemeliharaanya. 
i. Penatagunaan tanah sebagai suatu sistem yang dinamis. 
Penatagunaan tanah harus mampu menampung kegiatan pembangunan 
yang bersifat dinamis diatas tanah dengan berbagai aspek baik dari segi 
keterbatasan maupun dimensinya. 
j. Penatagunaan tanah merupakan tugas pemerintah pusat. 
Dalam penjelasan Pasal 2 UUPA dikemukakan bahwa: “soal agraria 
(pertanahan) menurut siftnya dan asasnya merupakan tugas pemerintah 
pusat (Pasal 33 UUD NRI 1945)”. 
D. TINJAUAN TENTANG PEMANFAATAN RUANG  
1. Pengendalian Pemanfaatan Ruang 
Implementasi pemanfaatan ruang merupakan kondisi normatif dari 
bentuk kebutuhan lahan untuk kegiatan/ aktifitas masyarakat dalam 







suatu piranti manajemen pengelolaan kota yang diperlukan untuk 
memastikan bahwa perencanaan tata ruang dan pelaksanaan pemanfaatan 
ruangnya telah sesuai dengan rencana yang ditetapkan.53 
Pemanfaatan ruang pada dasarnya adalah implementasi dari 
perencanaan tata ruang. Oleh karena itu, yang harus dilakukan adalah: 
1. Perumusan kebijakan strategi oprasionalisasi rencana tata ruang 
2. Perumusan program sektoral dan kewilayahan dalam rangka 
perwujudan struktur ruang dan pola ruang. 
3. Pelaksanaan pembangunan sektoral dan pembangunan wilayah sesuai 
dengan program pemanfaatan ruang54 
Sedangkan pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk 
mewujudkan tertib tata ruang (Pasal 1 angka 15 UU Penataan Ruang) yang 
dilakukan melalui penetapan zonasi (peraturan zonasi merupakan ketentuan 
yang mengatur pemanfaatan ruang dan unsur-unsur pengendalian yang 
disusun untuk setiap zona peruntukan sesuai dengan rencana rinci tata 
ruang).55 
Dasar penyusunan zonasi adalah rencana perincian tata ruang untuk 
setiap zona pemanfaatan ruang. Rencana perincian dapat berupa rencana 
kawasan strategis kabupaten/kota dan/atau rencana detail tata ruangg. Selain 
itu, yang menjadi pertimbangan adalah arahan peraturan zonasi sistem 
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nasional dan arahan peraturan zonasi sistem provinsi, yang berlaku di 
kabupaten/kota yang bersangkutan.56 
2. Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Perizina 
Untuk mengetahui apakah pemerintah daerah memperoleh 
wewenang dibidang penerbitan perizinan melalui atribusi, maka perlu 
ditelaah unsur-unsur yang menjadi wewenang pemerintah daerah 
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Untuk hal 
tersebut kita dapat melihat ketentuan Undang-undang No. 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintah Daerah, yang dapat dipastikan urusan penerbitan 
perizinan termasuk dalam urusan otonomi daerah, sebenarnya menjadi 
bagian integral dari urusan otonomi daerah.57 
Izin sebagai instrumen yuridis yang digunakan oleh pemerintah 
untuk mempengaruhi para warga agar mau mengikuti cara yang dianjurkan 
guna mencapai tujuan konkret. Sebagai suatu instrumen, izin berfungsi 
selaku ujung tombak instrumen hukum sebagai pengarah, perekayasa, dan 
perancang masyarakat adil dan makmur dijelmakan.58  
Dalam proses perencanaan, perizinan akan menjadi salah satu 
variabel kebijakan yang dapat memaksa pelaku usaha untuk bekerja sesuai 
dengan target yang ingin dicapai dalam pembangunan daerah. Dengan 
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demikian pemberian izin tidak lepas dari kepentingan pembangunan secara 
luas dengan berbagai persyaratan sebagai indikator tujuannya.59 
Pengertian izin pemanfaatan ruang adalah izin yang dipersyaratkan 
dalam kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. Izin pemanfaatan ruang diberikan untuk: 
1. Menjamin pemanfaatan ruang  sesuai dengan rencana tata ruang, 
peraturan zonasi, dan standar pelayanan minnimal bidang penataan 
ruang. 
2. Mencegah dampak negatif pemanfaatan ruang. 
3. Melindungi kepentingan umum dan masyarakat luas.60 
Untuk mengendalikan setiap kegiatan atau perilaku orang atau 
badan yang bersifat preventif adalah melaui izin. Ada beberapa bentuk yang 
sifatnya mengandung pengertian izin, seperti dispensasi, izin dan konsesi. 
Dispensasi adalah keputusan administrasi negara yang memperkenalkan 
perbuatan yang pada umumnya dilarang, tetapi diperkenankan dan bersifat 
konkret. Konsesi adalah suatu perbuatan yang penting bagi umum, tetapi 
pihak swasta dapat turut serta dengan syarat pemerintah turut campur 
tangan.61 
Sanksi merupakan bagian terpenting dalam hukum, yaitu untuk 
terciptanya konsistensi pelaksanaan hukum. Aspek lain dari sanksi bertujuan 
untuk tegaknya peraturan hukum, ditaati oleh semua pihak, sehingga hukum 
                                                             
59 Adrian Sutedi, Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, 
Hlm.197 
60 Waskito dan Hadi Arnowo, op. cit., hlm. 59. 







dapat berjalan sesuai dengan yang  dikehendaki yaitu untuk menciptakan 
ketertiban, kepastian dan keadilan.62 
Panduan perencanaan  kota yang eksplisit, lengkap dengan sistem 
insentif dan disinsetif (pemberian bonus bagi taat dan sanksi bagi yang 
melanggar), terbukti cukup ampuh untuk memenuhi kembali pembangunan 
perkotaan yang semula jungkir balik.63 Insentif dapat diberikan untuk  
kegiatan pemanfaatan ruang pada kawasan yang didorong 
pengembangannya.  Disinsetif  diberikan untuk kegiatan pemanfaatan ruang 
pada kawasan yang dibatasi pengembangannya. Insentif dan disinsetif 
diberikan dengan tetap  menghormati hak orang sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan.64  
Sanksi atas pelanggaran dapat berbentuk sanksi administrasi, yaitu 
dapat berupa pencabutan izin, sanksi perdata, dapat berupa penjara dan 
pidana denda. Apabila pelanggaran tersebut sangatlah berat maka ketiga 
sanksi tersebut dapat dilakukan bersamaan.65  
Penegakan hukum penataan ruang sangat penting dalam proses 
penataan ruang. Proses ini dibutuhkan untuk menjaga agar penataan ruang 
yang telah direncanakan tetap diaplikasikan secara taat sehingga tujuan 
pembangunan tersebut tercapai. Dalam hal ekonomi, penegakan hukum 
terhadap penataan ruang akan memberikan efek positif tidak hanya bagi 
pertumbuhan ekonomi namun juga lingkungan di daerah tersebut. Dengan 
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rencana tata ruang yang ideal, investor akan merasa aman untuk 
menanamkan modalnya tanpa harus mengganggu kepentingan yang lain. 
Efek positif lainnya adalah pengawasan terhadap pemberian izin menjadi 
terfokus sesuai dengan zonasi yang telah ditentukan.66 
E. PERLINDUNNGAN HUKUM PADA MASYARAKAT DALAM 
PENATAAN RUANG 
Berkaitan dengan perlindung hukum yang dilakukan oleh pemerintah 
atau penguasa, Philipus M. Hadjon membedakan dalam dua macam yaitu: 67 
1. Perlindungan hukum preventif adalah perlindungan hukum dimana rakyat 
diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan (inspraak) atau 
pendapatnya sebelum sesuatu keputusan pemerintah mendapat bentuk 
yang definitif. Dengann demikian perlindungan hukum preventif 
bertujuan untuk mencegah terjadinyya sengketa. 
2. Pelindungan hukum represif, yaitu upanya perlindungan hukum yang 
dilakukan peradilan administrasi negara. Perlindungan hukum represif 
bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. 
Pelaksanaan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah tidak 
mungkin dilaksanakan sendiri, maka pemerintah yanng dalam hal ini sebagai 
pelaksana kegiatan pembangunan, hendaknya selalu memperhatikann hak-hak 
dari masyarakat itu sendiri, dengan kata lain, adanya suatu perlindungan 
hukum terhadap masyarakat.68 
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Ketentuan mengenai hak-hak masyarakat dalam penataan ruang 
tertuang dalam pasal 60 UUPR yang menegaskan bahwa “dalam penataan 
ruang, setiap orang berhak untuk: (a) mengetahui rencana tata ruang; (b) 
menikmati  pertambahan nilai ruang akibat penataan ruang; (c) memperoleh 
pengganti yang layak atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan 
pembangunnann yang sesuai dengan rencana tata ruang; (d) mengajukan 
keberatan kepada pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang tidak 
sesuai dengan rencana tata ruang; (e) mengajukan tuntutan pembatalan izin 
dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang; 
dan (f) mengajukan gugatan ganti kerugian kepada pemerintah dan/atau 
pemegang izin apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan 
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HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
A. HASIL PENELITIAN 
1. Gambaran Umum Kabupaten Tegal 
Kabupaten Tegal berdiri pada tanggal 18 Mei 1601 pada saat Ki Gede 
Sebayu diangkat sebagai juru demung di Tegal oleh Sultan Mataram dan mulai 
membangun daerah ini. Kabupaten Tegal merupakan salah satu kabupaten/ 
kota diwilayah administratif Provinsi Jawa Tengah dengan pusatnya di Kota 
Slawi, yang terletak di pesisir utara bagian barat dan sebagian wilayahnya 
berbatasan dengan Laut Jawa atau di kenal dengan pantai utara (Pantura). 
Bagian utara wilayah Kabupaten Tegal merupakan dataran rendah. 
Disebelah selatan merupakan pegunungan, dengan puncaknya Gunung Slamet 
(3.428 meter), gunung tertinggi di Jawa Tengah. Diperbatasan dengan 
Kabupaten Pemalang, terdapat rangkaian perbukitan yang tidak terlalu terjal. 
Diantara sungai besar yang mengalir adalah Kali Gung  dan Kali Erang, 
keduanya bermata air di hulu Gunung Slamet.70 
 Secara geografis Kabupaten Tegal terletak pada posisi antara 108o 
57’06” BT – 109o 21’30” dan 6o 50’41” LS, dengan luas wilayah 87.879 ha 
atau 878,79 km2. Dengan keberadaan sebagai daerah yang melingkupi wilayah 
pesisir utara bagian barat Jawa Tengah, Kabupaten Tegal menempati posisi 
strategis dipersilangan arus transportasi Semarang-Cirebon-Jakarta dan Jakarta-
                                                             









Tegal-Cilacap dengan fasilitas pelabuhan di Kota Tegal, adapun batas wilayah 
Kabupaten Tegal adalah sebagai berikut:71 
 Sebelah Utara : Laut Jawa dan Kota Tegal 
 Sebelah Timur : Kabupaten Brebes dan Kabupaten Banyumas 
 Sebelah Selatan : Kabupaten Brebes dan Kota Tegal 
 Sebelah Barat : Kabupaten Pemalang 
Sumber : Peta Wilayah Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Tegal 
 
Ditinjau dari aspek morfologi wilayah Kabupaten Tegal terbagi atas 
daerah dataran rendah, daerah perbukitan landai, daerah perbukitan gelombang, 
dan daerah perbukiyan terjal. Berdasarkan jenis tanahnya, wilayah Kabupaten 
Tegal terdiri atas tanah aluvial, litosol, dan grumosol. Sedeangkan berdasarkan 
iklim, Kabupaten Tegal beriklim tropis dan dua musim bergantian sepanjang 
tahun, yaitu musim penghujan dan kemarau. Curah hujan tinggi terjadi pada 
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bulan desember dan terendah pada bulan september. Kelembaban udara rata-
rata 78%, tertinggi pada bulan febuari dan terendah pada bulan september. 
Kabupaten Tegal secara administratif terdiri dari 18 Kecamatan yang terdiri 
dari 281 desa dan 6 kelurahan, dengan luas wilayah tertinggi berada di 
Kecamatan Bumi Jawa dengan luasan 88.55 Ha dan luas terendah berada di 
Kecamatan Slawi dengan luasan 13.36 Ha. Kecamatan-kecamatan yang 
wilayahnya berbatasan langsung dengan Laut Jawa adalah Kecamatan 
Suradadi, Kecamatan Kramat dan Kecamatan Warureja. Dasar hukum 
pembagian wilayah administrasi tersebut adalah Undang-Undang Nomor 13 
Tahun 1950 tentang lingkungan Provinsi Jawa Tengah. 
Berdasarkan kebijakan perwilayahan, wilayah Kabupaten Tegal dibagi 
dalam empat Sub Wilayah Pembangunan, yaitu :72 
 Sub Wilayah Pembangungunan I 
Meliputi wilayah Slawi, Kecamatan Dukuhturi, Kecamatan Talang, 
Kecamatan Tarub, Kecamatan Adiwerna Kecamatan Pangkah, Kecamatan 
Dukuhwaru, Kecamatan Lebaksiu, Kecamatan Jatinegara, dan Kecamatan 
Kedungbanteng dengan pusat pertumbuhan di Slawi. 
Potensi utama wilayah ini adalah pemerintahan, perdagangan, pendidikan, 
industri kecil dan pertanian tanaman pangan. Potensi yang dapat 
dikembangkan adalah perkebunan, peternakan, periknan air tawar dan 
kegiatan jasa. 
 
                                                             







 Sub Wilayah Pembangunan II 
Meliputi wilayah Kecamatan Kramat, Kecamatan Warureja, Kecamatan 
Suradari pusat pertumbuhan di Suradadi. 
Potensi utama wilayah ini adalah industri, perikanan air laut dan 
pariwisata. Potensi yang dapat dikembangkan adalah pertanian tanaman 
pangan, peternakan dan perdagangan. 
  Sub Wilayah Pembangunan III 
Meliputi Kecamatan Margasari, Kecamatan Pagerbarang, Kecamatan 
Balapulang dengan pusat pertumbuhan di Margasari.  
Potensi utama wilayah ini adalah perkebunan, pariwisata, pertanian 
tanaman pangan dan pertambangan rakyat. Potensi yang dapat 
dikembangkan adalah pertanian tanaman pangan,peternakan, dan 
perdagangan. 
  Sub Wilayah Pembangunan IV 
Meliputi wilayah Kecamatan Bumi Jawa, Kecmatan Bojong dengan pusat 
pertumbuhann di Bojong.. 
Potensi utama wilayah ini adalah pertanian tanaman pangan, peternakan, 
perdagangan, pariwisata dan industri kecil. Potensi yang dapat 
dikembangkan adalah pertanian tanaman pangan, perdagangan, 










2. Profil Dinas Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Tegal 
Kepala Bidang perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas 
pokok membantu Bupati dalam penyelenggaraan penyusunan dan pelaksanaan 
kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan 
pengembangan dan statistik. Untuk melaksanakan tugas tersebut, kepala Badan 
Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai fungsi :73 
1. Penyusunan dan penetapan perencanaan Badan 
2. Perumusan kebijakan umum dan teknis operasional perencanaan, 
penelitian, pengembangan dan statistik 
3. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan daerah. 
a. Sekretaris 
Sekretaris mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan 
dalam melaksanakan pengkoordinasian penyiapan bahan penyusunan 
perencanaan, penatausahaan urusan keuangan, kepegawaian dan umum 
dan pengkoordinasian penyelenggaraan tugas Badan. Untuk melaksanakan 
tersebut, Sekretaris mempunyai fungsi :74 
1. Penyiapan bahan penyusunan rencana kerja 
2. Penyiapan bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional 
kesekretariatan/ ketatausahaan 
3. Pengkoordinasian penyiapan bahan penyusunan perencanaan Badan 
4. Pengkoordinasian penyiapan bahan perumusan kebijakan umum dan 
teknis operasional bidang perencanaan pembangunan daerah 
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5. Pengkoordinasian penyelenggaraan tugas Badan 
6. Penyiapan bahan bimbingan dan pengendalian teknis Badan 
7. Pengkoordinasian penyiapan bahan penyusunan laporan 
penyelenggaraan tugas Badan 
8. Pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan 
urusan kesekretariatan. 
b. Kepala Bidang Perencanaan Dan Penganggaran  Program 
Kepala Bidang perencanaan dan Penganggaran Program 
mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan dalam melaksanakan 
koordinasi penyusunan  perencanaan pembangunan daerah dan 
penyusunan perencanaan penganggaran program pembangunan. Untuk 
melaksanakan tugas tersebut, Kepala Bidang perencanaan dan 
penganggaran Program mempunyai fungsi:75 
1. Penyiapan bahan penyusunan rencana kerja 
2. Penyiapan bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional 
perencanaan dan penganggaran program 
3. Pelaksanaan koordinasi penyiapan bahan penyusunan perencanaan 
pembangunan daerah 
4. Pelaksanaan koordinasi penyiapan bahan penyusunan perencanaan 
penganggaran program pembangunan 
5. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan  pelaksanaan tugas 
perencanaan dan penganggaran program 
                                                             







c. Kepala Bidang Perekonomian Dan Pengembangan Infrastruktur 
Kepala Bidang perekonomian dan pengembangan infrastruktur 
mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan dalam melaksanakan 
perencanaan daerah bidang perekonomian dan pengembangan 
infrastruktur.76 
1. Penyiapan bahan penyusunan rencana kerja 
2. Penyiapan bahan perumusan kebijakan umum dan tehnis operasional 
perencanaan daerah bidang perekonomian dan pengembangan 
infrastruktur 
3. Pelaksanaan koordinasi dan penyiapan bahan penyusunan 
perencanaan daerah bidang perekonomian dan pengembangan 
infrastruktur 
4. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas perencanaan 
daerah bidang pembangunan dan pengembangan infrastruktur. 
d. Kepala Bidang Pemerintahan Dan Kesejahteraan Sosial 
Kepala Bidang pemerintahan dan kesejahteraan sosial mempunyai 
tugas membantu kepala Badan dalam melaksanakan eprencanaan daerah 
bidang pemerintahan dan kesejahteraan sosial. Untuk melaksanakan tugas 
tersebut, kepala Bidang pemerintahan dan kesejahteraan sosial mempunyai 
fungsi:77 
1. Penyiapan bahan penyusunan rencana kerja 
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2. Penyiapan bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional 
perencanaan daerah bidang pemerintahan dan kesejahteraan sosial. 
3. Pelaksanaan  koordinasi dan penyiapan bahan penyusunan 
perencanaan daerah bidang pemerintahaan dan kesejahteraan sosial 
4. Pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas 
perencanaan daerah bidang pemerintahan dan kesejahteraan sosial 
e. Kepala Bidang Pengendalian Dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan 
Kepala Bidang penegndalian dan evaluasi perencanaan 
pembangunan emmpunyai tugas pokok membantu kepala Badan dalam 
melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana 
pembangunan daerah.Untuk perencanaan pembangunan mempunyai 
fungsi:78 
1. Penyiapan bahan penyusunan rencana kerja 
2. .penyiapan bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional 
pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah 
3. Pelaksanaan evaluai terhadap kebijakan perencanaan, pelaksanaan 
dan hasil rencana pembangunan daerah 
4. Pelaksanaan evaluai terhadap kebijakan perencanaan, pelaksanaan 
dan hasil rencana pembangunan daerah 
5. Penegndalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas bidang. 
 
                                                             







3. Profil Dinas Permukiman Rakyat Kawasan Permukiman Tata Ruang 
Dan Pertanahan Kabupaten Tegal 
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman,Tata Ruang dan 
Pertanahan (PERKIMTARU) terbentuk atas dasar Peraturan Bupati Tegal 
nomor 71 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan 
Fungsi serta Tata kerja Dinas-dinas daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja 
Kabupaten Tegal.79 
Kewenangan berdasarkan Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2012 
Tentang Rencanna Tata Ruang Wilayah 2012-2032 bagian kedua Rencana 
Pengembangan Sistem Pusat Kegiatan pasal 6 yaitu Sistem pusat kegiatan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a terdiri atas:80 
a. PKL berupa Kawasan Perkotaan Slawi-Adiwerna dengan fungsi 
pemerintahan, perdagangan, pendidikan, industri dan militer;  
b. PKLp berupa Kawasan Perkotaan Dukuhturi dengan fungsi pemerintahan, 
perdagangan dan industri;  
c. PPK dengan fungsi sebagai pusat pemerintahan, perdagangan, 
permukiman skala kecamatan meliputi:  
1. Kawasan Perkotaan Pangkah;  
2. Kawasan Perkotaan Dukuhwaru;  
3. Kawasan Perkotaan Lebaksiu; 
4. Kawasan Perkotaan Bojong;  
5. Kawasan Perkotaan Talang; 
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6. Kawasan Perkotaan Kramat; 
7. Kawasan Perkotaan Tarub; 
8. Kawasan Perkotaan Suradadi; 
9. Kawasan Perkotaan Warureja; 
10. Kawasan Perkotaan Balapulang; 
11. Kawasan Perkotaan Margasari; 
12. Kawasan Perkotaan Pagerbarang; 
13. Kawasan Perkotaan Bumijawa; 
14. Kawasan Perkotaan Jatinegara; dan 
15. Kawasan Perkotaan Kedungbanteng. 
d. PPL sebagai pusat pemerintahan, perdagangan, permukiman skala antar 
desa meliputi:  
1. Desa Gembongdadi di Kecamatan Suradadi;  
2. Desa Jatibogor di Kecamatan Suradadi;  
3. Desa Kertasari  di Kecamatan Suradadi;  
4. Desa Gumalar di Kecamatan Adiwerna;  
5. Desa Kedungsukun di Kecamatan Adiwerna;  
6. Desa Balamoa di Kecamatan Pangkah;  
7. Desa Penusupan di Kecamatan Pangkah;  
8. Desa Cerih di Kecamatan Jatinegara;   
9. Desa Kalibakung di Kecamatan Balapulang;  
10. Desa Banjaranyar di Kecamatan Balapulang;  







12. Desa Jatimulya di Kecamatan Lebaksiu;  
13. Desa Gunungjati di Kecamatan Bojong; 
14. Desa Kedawung di Kecamatan Bojong; 
15. Desa Rembul di Kecamatan Bojong; 
16. Desa Cikura di Kecamatan Bojong; dan 
17. Desa Jejeg di Kecamatan Bumijawa. 
Kawasan hijau wilayah Kabupaten tegal terdiri atas kawasan lindung 
dan  kawasan budidaya. Secara umum kebijakan pengembangan kawasan 
berfungsi lindung adalah pemeliharaan, pemulihan dan pengkayaan. Jika 
digabungkan dengan kebijakan RTRWN dan RTRW Provinsi yang 
memberikan cakupan kawasan lindung untuk fungsi perlindungan wilayah 
bawahnya, perlindungan wilayah setempat, perlindungan wilayah rawan 
bencana alam serta kawasan suaka cagar alam dan cagar budaya, harus jelas 
dalam alokasi dan fungsinya, seperti yang sudah tertuang dalam peraturan 
daerah kabupaten tegal  pasal 22 yaitu Kawasan hutan lindung sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 21 huruf (a) dengan luas kurang lebih 2.961,41 (dua 
ribu sembilan ratus enam puluh satu koma empat puluh satu) hektar meliputi:  
a. Kecamatan Bumijawa; 
b. Kecamatan Bojong; dan 
c. Kecamatan Balapulang.  
Dan dalam Pasal 23 yaitu Kawasan yang memberi perlindungan 







berupa kawasan resapan air dengan luas kurang lebih 1.570 (seribu lima ratus 
tujuh puluh) hektar meliputi:  
a. Kecamatan Balapulang dengan luas kurang lebih 371 (tiga ratus tujuh 
puluh satu) hektar 
b. Kecamatan Jatinegara dengan luas kurang lebih 538 (lima ratus tiga puluh 
delapan) hektar 
c. Kecamatan Kedungbanteng dengan luas kurang lebih 62 (enam puluh dua) 
hektar 
d. Kecamatan Lebaksiu dengan luas kurang lebih 413 (empat ratus tiga belas) 
hektar; dan 
e. Kecamatan Pangkah dengan luas kurang lebih 186 (seratus delapan puluh 
enam) hektar.  
Pengembangan Kawasan Budidaya di Kabupaten Tegal disesuaikan 
dengan potensi-potensi yang ada dan berkembang di Kabupaten Tegal serta 
keseimbangan terhadap perkembangan penduduk. Sesuai dengan pasal 29  yaitu 
Kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b 
meliputi:  
a. kawasan peruntukan hutan produksi;  
b. kawasan peruntukan pertanian;  
c. kawasan peruntukan perikanan;  
d. kawasan peruntukan pertambangan;  
e. kawasan peruntukan industri;  







g. kawasan peruntukan permukiman; dan  
h. kawasan peruntukan lainnya. 
Kawasan industri yaitu mengembangkan kawasan untuk kegiatan 
industri menengah dan kecil serta mengembangkan kegiatan industri yang 
tidak menimbulkan pencemaran. Dalam peraturan daerah kabupaten tegal, 
pasal 34 menjelaskan: 
(1) Kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf 
e terdiri atas:   
a. industri besar;  
b. industri menengah; dan  
c. industri kecil dan industri rumah tangga.  
(2) Industri besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:  
a. kawasan Industri Margasari di Kecamatan Margasari; 
b. kawasan Industri Pantura meliputi:  
1. Kecamatan Kramat; 
2. Kecamatan Suradadi; dan  
3. Kecamatan Warureja.  
(3) Industri menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi: 
a. Kawasan Industri Margasari di Kecamatan Margasari; 
b. Kawasan Industri Pantura meliputi: 
1. Kecamatan Kramat; 
2. Kecamatan Suradadi; dan  







(4) Industri kecil dan industri rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat 
1 huruf c meliputi; 
a. Kecamatan Kramat;  
b. Kecamatan Adiwerna;  
c. Kecamatan Talang;  
d. Kecamatan Pangkah;  
e. Kecamatan Pagerbarang;  
f. Kecamatan Suradadi;  
g. Kecamatan Balapulang;  
h. Kecamatan Dukuhturi;  
i. Kecamatan Margasari; dan   
j. Kecamatan Warureja. 
Kawasan permukiman yaitu pada kawasan permukiman pedesan 
dikembangkan menjadi kesatuan tempat tinggal, tempat kerja dan fasilitas 
pelayanan sosial ekonomi penduduknya. pada kawasan permukiman perkotaan 
dikembangkan untuk memberikan tempat bermukim dan lingkungan kehidupan 
yang layak, menciptakan kehidupan yang harmonis, aman, tertib, bersih, dan 
nyaman serta mengendalikan dampak negatif terhadap lingkungan hidup 
disekelilingnya hal ini diatur dalam pasal 36 : 
(1) Kawasan peruntukan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 
huruf g meliputi : 
a. Kawasan permukiman perdesaan; dan  







(2) Kawasan permukiman perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf a dengan luas kurang lebih 7.275 (tujuh ribu dua ratus tujuh puluh 
lima) hektar tersebar di seluruh wilayah Kabupaten.  
(3) Kawasan permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf b dengan luas 8.676 (delapan ribu enam ratus tujuh puluh enam) 
hektar tersebar di setiap ibukota kecamatan.  
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Tata Ruang dan 
Pertanahan (PERKIMTARU) terdiri dari 1 (satu) sekretariat dan 3 (tiga) bidang 
yaitu: 
1. Bidang Tata Perumahan dan Permukiman, menangani antara lain: 
  Perumahan-perumahan dan permukiman yang tidak mendapatkan 
akses air bersih 
  Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), sesuai dengan program 
pemerintahan pusat nomor 100/0100 yang membahas RTLH dengan 
adanya program pemerintah pusat tersebut tentunya seperti 
permukiman kumuh harus segera ditangani dan dituntaskan 
  Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau 
  Penerangan Jalan Ruang Terbuka Hijau. 
2. Bidang Bangunan Gedung menangani kegiatan pembangunan gedung-
gedung pemerintahan daerah/ milik negara  yang dianggarkan oleh 
APBD 
3. Bidang Tata Ruang dan Pertanahan, mengatur tata ruang dan pada bidang 







daerah, contohnya tanah pada bangunan sekolahan, gedung-gedung 
puskesmas, rumah sakit, perkantoran dsb yang belum memiliki sertifikat 
pertanahan maka akan ditangani serta diproses. 
Perkembangan wilayah dan kota berlangsung sangat dinamis, 
membawa konsekwensi akan kebutuhan ruang/ lahan yang semakin meningkat. 
Kondisi ini membutuhkan perencanaan tata rung yang efektif, efesien dan 
berkelanjutan pada tingkat Nasional, Provinsi maupun Kabupaten/ Kota. Selain 
itu upaya pemanfaatan dan pengendalian ruang juga tidak kalah penting 
terutama untuk menjaga keberlanjutan pembanngunan.  
Dinas PERKIMTARU memiliki beberapa tugas pokok dan fungsi  
dalam Bidang Pertanahan dan Tata Ruang yang terbagi dalam beberapa seksie 
antar lain:81 
a. Kepala Bidang Pertanahan Dan Tata Ruang 
1. Tugas Pokok dan Fungsi 
Kepala Bidang Pertanahan dan Tata Ruang mempunyai tugas 
pokok membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan pengaturan, 
pembinaan, pengawasan, pelaksanaan serta pengendalian pemanfaatan 
tanah dan ruang. 
Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Bidang Pertanahan 
dan Tata Ruang mempunyai fungsi : 
1. Penyiapan bahan penyusunan rencana kerja. 
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2. Penyiapan bahan perumusan kebijakan umum dan teknis 
operasional urusan pertanahan dan tata ruang. 
3. Penyusunan perencanaan teknis bidang pertanahan dan tata ruang. 
4. Pelaksanaan penyuluhan bidang pertanahan dan tata ruang. 
5. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas bidang 
pertanahan dan tata ruang. 
2. Uraian Tugas 
1. Menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja. 
2. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan umum dan teknis 
operasional urusan pertanahan dan tata ruang. 
3. Melaksanakan penyusunan perencanaan teknis bidang pertanahan 
dan tata ruang. 
4. Melaksanakan pembinaan teknis bidang pertanahan dan tata ruang. 
5. Menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan urusan 
pertanahan dan tata ruang, serta menyajikan alternatif 
pemecahannya. 
6. Mendistribusikan tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas 
berjalan sesuai dengan proporsi masing-masing. 
7. Memberikan motivasi dan penilaian kepada bawahan guna 
meningkatkan prestasi, dedikasi dan loyalitas bawahan. 








9. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Atasan sesuai 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
3. Tanggung Jawab 
1. Tersedianya bahan penyusunan rencana kerja. 
2. Tersedianya bahan perumusan kebijakan umum dan teknis 
operasional urusan pertanahan dan tata ruang. 
3. Tersusunnya perencanaan teknis bidang pertanahan dan tata ruang. 
4. Terlaksananya penyuluhan bidang pertanahan dan tata ruang. 
5. Terlaksananya pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan 
tugas bidang pertanahan dan tata ruang. 
6. Terwujudnya keteraturan, kelancaran dan ketepatan waktu dalam 
pelaksanaan tugas. 
b. Kepala Seksi Perencanaan Tata Ruang 
1. Tugas Pokok Dan Fungsi 
Kepala Seksi Perencanaan Tata Ruang mempunyai tugas 
pokok membantu Kepala Bidang Pertanahan dan Tata Ruang dalam 
melakukan perencanaan teknis, pengaturan dan pembinaan terkait 
perencanaan tata ruang. 
Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Seksi Perencanaan 
Tata Ruang mempunyai fungsi:  








2. Penelaahan data/informasi sebagai bahan perumusan kebijakan 
umum dan teknis operasional perencanaan tata ruang. 
3. Pelaksanaan pelayanan bidang tata ruang sesuai Standar Pelayanan 
Minimal (SPM) 
4. Pengelolaan dan inventarisasi data bidang tata ruang 
5. Pelaksanaan pembinaan bidang tata ruang 
6. Pengendalian, evalausi dan pelaporan pelaksanaan tugas seksi 
Perencanaan Tata Ruang. 
2. Uraian Tugas 
1. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk 
teknis di bidang Perencanaan Tata Ruang. 
2. Melakukan pengumpulan, pengolahan dan penelaahan data atau 
informasi sebagai bahan penyusunan rencana kerja. 
3. Melakukan pengumpulan, pengolahan dan penelaahan data atau 
informasi sebagai bahan perumusan kebijakan umum dan teknis 
operasional perencanaan tata ruang. 
4. Melakukan perencanaan bidang tata ruang. 
5. Melakukan pelayanan bidang tata ruang sesuai Standar Pelayanan 
Minimal (SPM) 
6. Melakukan pengelolaan dan inventarisasi data bidang tata ruang. 
7. Melakukan pembinaan bidang tata ruang. 
8. Menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan 







9. Menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan 
program dan petunjuk teknis di bidang Perencanaan Tata Ruang. 
10. Menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan 
perencanaan tata ruang, serta menyajikan alternatif pemecahannya. 
11. Mendistribusikan tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas 
berjalan sesuai dengan proporsi masing-masing. 
12. Memberikan motivasi dan penilaian kepada bawahan guna 
meningkatkan prestasi, dedikasi dan loyalitas bawahan. 
13. Melakukan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan 
tugas. 
14. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Atasan sesuai peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 
3. Tanggung Jawab 
1. Tersedianya data/informasi sebagai bahan penyusunan rencana 
kerja 
2. Tersedianya data/ informasi sebagai bahan perumusan kebijakan 
umum dan teknis operasional perencanaan tata ruang 
3. Tersusunnnya perencanaan di bidang tata ruang 
4. Terlaksananya pengelolaan dan inventarisasi data bidang tata ruang 
5. Terlaksananya pembinaan/penyuluhan bidang tata ruang 
6. Terlaksananya pengendalian, evalausi dan pelaporan pelaksanaan 







7. Terwujudnya keteraturan, kelancaran dan ketepatan waktu dalam 
pelaksanaan tugas. 
c. Kepala Seksi Pengendalian Pemanfaatan Ruang 
1. Tugas Pokok Dan Fungsi 
Kepala Seksi Pengendalian Pemanfaatan Ruang mempunyai 
tugas pokok membantu Kepala Bidang Pertanahan dan Tata Ruang 
dalam melakukan fasilitasi pelaksanaan pembinaan teknis dan 
pelayanan umum terkait Pengendalian Pemanfaatan Ruang. 
Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Seksi 
Pengendalian Pemanfaatan Ruang mempunyai fungsi: 
1. Penelaahan data/informasi sebagai bahan penyusunan rencana kerja 
2. Penelaahan data/informasi sebagai bahan perumusan kebijakan 
umum dan teknis operasional pengendalian pemanfaatan ruang 
3. Pengelolaan dan inventarisasi data pengendalian pemanfaatan 
ruang 
4. Pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang 
5. Pengendalian, evalausi dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi 
Pengendalian Pemanfaatan Ruang. 
2. Uraian Tugas 
1. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk 
teknis di bidang pengendalian pemanfaatan ruang 
2. Melakukan pengumpulan, pengolahan dan penelaahan 







3. Melakukan pengumpulan, pengolahan dan penelaahan data/ 
informasi sebagai bahan perumusan kebijakan umum dan teknis 
operasional pengendalian pemanfaatan ruang 
4. Melakukan pengelolaan dan inventarisasi data bidang tata ruang 
5. Melakukan pengendalian pemanfaatan ruang 
6. Menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan 
instansi lain di bidang pengendalian pemanfaatan ruang 
7. Menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan 
program dan petunjuk teknis di bidang pengendalian pemanfaatan 
ruang 
8. Menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan 
pengendalian pemanfaatan ruang, serta menyajikan alternatif 
pemecahannya 
9. Mendistribusikan tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas 
berjalan sesuai dengan proporsi masing-masing 
10. Memberikan motivasi dan penilaian kepada bawahan guna 
meningkatkan prestasi, dedikasi dan loyalitas bawahan 
11. Melakukan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan 
tugas 
12. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Atasan sesuai peraturan 









3. Tanggung Jawab 
1. Tersedianya data/informasi sebagai bahan penyusunan rencana 
kerja 
2. Tersedianya data/informasi sebagai bahan perumusan kebijakan 
umum dan teknis operasional pengendalian pemanfaatan ruang 
3. Terlaksananya pengelolaan dan inventarisasi data pengendalian 
pemanfaatan ruang 
4. Terlaksananya pembinaan/penyuluhan terkait pengendalian 
pemanfaatan ruang 
5. Terlaksananya pengendalian, evalausi dan pelaporan pelaksanaan 
tugas Seksi Pengendalian Pemanfaatan Ruang 




1. Pengawasan Penataan Ruang Oleh Dinas PERKIMTARU Kabupaten 
Tegal 
Tugas pokok dari Dinas PERKIMTARU dalam penataan ruang yaitu 
melaksanakan pengaturan, pembinaan, pengawasan, pelaksanaan serta 
pengendalian pemanfaatan tanah dan ruang. Seperti halnya dengan kegiatan 
pengawasan pemanfaatan ruang melaului pengawasan yang dilakukan 







Pelaksanaan pengawasan penataan ruang di Kabupaten Tegal 
dilakukan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang 
Penataan Ruang dan berpedoman pada Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 
2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah  Kabupaten Tegal 2012-2032. 
Pengawasan ini dilakukan dalam rangka kegiatan pengendalian pemanfaatan 
ruang yang dilakukan dengan cara pengawasan langsung, Google Earth, 
informasi dari Pemerintah Desa, dan informasi dari masyarakat.82 
Beliau juga menjelaskan menurutnya dalam rangka penataan ruang 
perlu dikembangkan sistem pemantauan terhadap perubahan-perubahan dan 
perkembangan yang terjadi di lapangan berkenaan dengan penataan ruang. 
Instansi yang berwenang sebenarnya adalah Badan Kordinasi Penataan Ruang 
Daerah (BKPRD). Selanjutnya dari hasil pemantauan harus disusun dalam 
bentuk laporan maupun pembaruan data dan informasi pada rencana tata ruang 
yang telah ditetapkan yang dapat dilakukan secara rutin atau berkala sekurang-
kurangnya satu tahun sekali.83 
Menurut bapak Ghavi bahwa dalam pengawasan yang dilakukan dinas 
PERKIMTARU masih bergantung pada pengajuan izin atau legalitas IMB. 
Dari proses pengajuan izin ini dapat dilihat apakah proses pengajuannya 
mengganggu rencana tata ruang atau tidak dengan memberikan informasi tata 
ruang wilayah kepada pemohon.84 
                                                             
82 Wawancara dengan Ghavi Yudha Safaji, Staf Informasi Tata Ruang, di Dinas Perumahan 
Rakyat, Kawasan Permukiman, Tata Ruang dan Pertanahan, tanggal 16 April 2020 jam 10.00-11.00 WIB 
83 Wawancara dengan Ghavi Yudha Safaji, Staf Informasi Tata Ruang, di Dinas Perumahan 
Rakyat, Kawasan Permukiman, Tata Ruang dan Pertanahan, tanggal 16 April 2020 jam 10.00-11.00 WIB 
84 Wawancara dengan Ghavi Yudha Safaji , Staf Informasi Tata Ruang, di Dinas Perumahan 







Perizinan sebagai sarana pengendalian pengelolaan dan 
pengembangan potensi daerah bagi penciptaan pendapatan asli daerah diera 
otonomi daerah dapat dikembangkan secara lebih leluasa dan maksimal, tetapi 
tetap proposional dengan mengingat situasi, kondisi, dan akar aspirasi daerah.85 
Sesuai dengan peraturan daerah Kabupaten Tegal Nomor 10 Tahun 
2012-2032 Pasal 61 ayat (1) yaitu Ketentuan perizinan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 53 ayat (2) huruf b merupakan acuan bagi pejabat yang berwenang 
dalam pemberian izin pemanfaatan ruang berdasarkan rencana struktur dan 
pola ruang yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.86 
Bapak Waedi juga menjelaskan kerja sama antara Dinas 
PERKIMTARU dengan SATPOL PP jika terjadi pelanggaran dalam tata ruang 
yang telah ditetapkan dalam perda RTRW Kabupaten Tegal. Sanksi 
pelanggarannya yaitu bisa berupa sanksi administrasi, sanksi pidana penjara, 
dan/atau sanksi pidana denda sesuai   dengan   ketentuan   peraturan   
perundang- undangan.87 
Sanksi administratif dapat berupa peringatan tertulis, 
penghentiansementara kegiatan, penghentian sementara pelayanan umum, 
penutupan lokasi, pencabutan izin, pembongkaran bangunan, pemulihan fungsi 
ruang dan/atau denda administrasif. 
Sanksi pidana bagi orang yang tidak mentaati rencana tata ruang yang 
telah ditetapkan yang mengakibatkan perubahan fungsi ruang adalah pidana 
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penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 500 juta. Jika 
pidana tersebut mengakibatkan kerugian terhadap harta benda atau kerusakan 
barang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 tahun dan denda 
paling banyak Rp. 1.5 miliar. Jika mengakibatkan kematian orang, pelaku 
dipidana dengan penjara paling lama 15 tahun dan denda paling banyak Rp. 5 
miliar. 
Selanjutnya beliau menjelaskan dalam pengawasan penataan ruang 
perlu adanya evaluasi yang dilakukan dengan inventarisasi tata ruang yang 
telah digunakan di Kabupaten Tegal. Evaluasi ini ditunjukan untuk mengetahui 
pelanggaran yang ada sehingga menjadi dasar untuk pemberian pengawasan 
yang lebih pada wilayah-wilayah tertentu.88 
 
2. Kendala Dinas Perkimtaru Dalam Pengawasan Penataan Ruang 
Kabupaten Tegal 
Dalam hal melaksanakan tugas pokok, Dinas PERKIMTARU  tidak 
luput dari kendala dalam melakukan pengawasan. Kendala dalam pengawasan 
merupakan hambatan-hambatan yang terjadi pada proses pengawasan seperti 
penentu sasaran dari kegiatan pengawasan itu sendiri yang masih bergantung 
pada pengajuan izin atau legalitas IMB, perlunya evaluasi, dan peran serta 
masyarakat dalam penataan ruang Kabupaten Tegal.89 
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Kendala dalam pengawasan terhadap tata ruang wilayah kabupaten 
tegal masih kurangnya tenaga pengawas dilapangan dalam mengawasi setiap 
perubahan yang tejadi di lapangan. Bapak Ghavi juga menjelaskan mengenai 
kurangnya kordinasi antara dinas terkait sehingga pendatan yang belum 
lengkap dari Dinas Perencanaan Pembangunan Daerah terkait data Rencana 
Tata Ruang Wilayah. Pola dan struktur birokrasi yang terdapat dalam birokrasi 
pemerintahan Kabupaten Tegal menjadi faktor penting dalam pelaksanaan 
pengawasan maupun dalam kebijakan. Koordinasi antara Sub Bidang 
Pengembangan Infrastruktur dengan Bidang Tata Ruang, Pertamanan 
merupakan ketiga institusi yang sangat menentukan aspek keberhasilan dalam 
pengawasan.90 
Selain kendala dari dinas itu sendiri ada kendala yang paling utama 
yaitu partisipasi masyarakat masih rendah, hal ini disebabkan tidak 
tersampainya informasi tentang peraturan Daerah mengenai Rencan Tata 
Ruang Wilayah kurang optimal. Ini mengakibatkan banyak masyarakat yang 
tidak mengetahui persis sasaran dan mekanisme perwujudan penataan ruang di 
Kabupaten Tegal. Anggapan masyarakat mengenai susahnya prosedur perijinan 
tata ruang yang dilakukan oleh pemerintah dikarenakan masyarakat belum 
mengetahui aspek penataan ruang sebagaimana tercantum di dalam Perda. 
Kurangnya kesadaran masyarakat dalam mematuhi penetapan pemanfaatan 
                                                             
90 Wawancara dengan Ghavi Yudha Safaji, Staf Informasi Tata Ruang, di Dinas Perumahan 







ruang dan masyarakat belum paham tentang fungsi Rencana Tata Ruang 
Wilayah.91 
Mengingat pentingnya peran serta masyarakat dalam penataan ruang 
tersebut, maka disyaratkan (diberi tempat) agar mencangkup semua rangkaian 
proses penataan ruang, yakni mulai dari (1) proses perencanaan tata ruang (2) 
dalam pemanfaatan ruang wilayah (3) pemanfaatan kawasan tertentu/ kawasan 
strategis, sampai pada (4) pengendalian pemanfaatan ruang, baik pada tingkat 
nasional maupun pada tingkat provinsi, dan tingkat kabupaten/ kota.92 
Sosuli yang bisa dilakukan Dinas PERKIMTARU dalam pelaksanaan 
rencana tata ruang yaitu dengan penambahan tenaga pengawas lapangan agar 
bisa lebih maksimal dalam pengawasan rencana tata ruangyang sesuai dengan 
realita. Keterbukaan antar dinas terkait agar bisa berkordinasi dengan baik 
sehingga dalam pengawasan maupun pendataan tata ruang dapat menentukan 
arahan kebijakan selanjutnya. Perlunya sosialisasi maupun pemahaman kepada 
masyarakat terkait peraturan daerah mengenai rencana tata ruang wilayah agar 
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Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, baik penelitian 
kepustakaan maupun penelitian di lapangan dapat disimpulkan sebagai 
berikut: 
1. Pelaksanaan pengawasan penataan ruang di Kabupaten Tegal dilakukan 
sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang 
Penataan Ruang. Dalam pengawasan yang dilakukan Dinas Perkimtaru 
melaului kegiatan pengendalian pemanfaatan ruang yang dilakukan 
dengan cara pengawasan langsung, Google Earth, informasi dari 
Pemerintah Desa, dan informasi dari masyarakat. Selain itu juga dari 
proses pengajuan IMB/ legalitas IMB apakah proses pengajuannya 
mengganggu rencana tata ruang atau tidak. Kerja sama antara Dinas 
PERKIMTARU dengan SATPOL PP untuk penertiban serta evaluasi 
untuk mengetahui pelanggaran yang ada sehingga menjadi dasar untuk 
pemberian pengawasan yang lebih pada wilayah-wilayah tertentu. 
2. Kendala dalam pengawasan terhadap tata ruang wilayah kabupaten 
tegal masih kurangnya tenaga pengawas dilapangan dalam mengawasi 
setiap perubahan yang tejadi di lapangan, kurangnya kordinasi antara 
dinas terkait sehingga pendatan yang belum lengkap serta pola dan 
struktur birokrasi yang terdapat dalam pemerintahan Kabupaten Tegal 








kebijakan. Selanjutnya kendala yang paling utama yaitu partisipasi 
masyarakat masih rendah, hal ini disebabkan tidak tersampainya 
informasi tentang peraturan Daerah mengenai Rencan Tata Ruang 
Wilayah kurang optimal. Ini mengakibatkan banyak masyarakat yang 
tidak mengetahui persis sasaran dan mekanisme perwujudan penataan 
ruang di Kabupaten Tegal.  
B. SARAN 
1. Kepada Pemerintah Kabupaten Tegal dalam menerapkan Undang-
Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, khususnya 
pada Dinas terkait penataan ruang agar berkordinsi lebih baik lagi 
dalam melakukan perencanaan, pengendalian maupun pengawasan.  
2. Kepada masyarakat hendaknya berperan dalam memberikan masukan 
mengenai perencanaan tata ruang agar sesuai dengan hak dan kewajiban 
masyarakat yang telah ditetukan dalam peraturan perundang-undangan, 
yang bertujuan untuk menjamin pelaksanaan penataan ruang yang 
transparan, efektif, dan berkualitas. Serta membantu terwujudnya 
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